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ABSTRAK

PERBANDINGAN PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
(PPH) TARIF PROGRESIF DENGAN PERATURAN TERBARU TARIF
EFEKTIF RATA-RATA PADA KLIEN PT ELANG TIARA KONSULTAN

Oleh
LU’ YATULA’LA

Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan oleh pemerintah adalah
pajak penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan
terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah,
gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk

apapun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan perhitungan
pajak penghasilan (PPh) pasal 21 tarif progresif dengan peraturan terbaru tarif
efektif rata-rata pada Karyawan PT LYA klien PT Elang Tiara Konsultan dan untuk
mengetahui dampaknya bagi wajib pajak orang pribadi, dan konsultan pajak.
Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder, kemudian data
diolah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil kajian ini
menunjukkan bahwa pada dasarnya total pajak yang dibayarkan dlam setahun tetap
sama dengan penggunaan tarif progresif. Dengan kata lain, tarif yang digunakan

tidak mengubah jumlah total pajak yang harus dibayarkan dalam satu tahun fiskal.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Progresif, Tarif Efektif Rata-Rata (TER)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang dipaksakan sepihak tanpa
adanya kontraprestasi dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan
secara umum. Menurut Undang-undang, 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Salah satu sumber penerimaan pajak yang dapat diandalkan oleh pemerintah adalah
pajak penghasilan. Pajak penghasilan diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi
dan badan. Pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa jenis yang salah satunya
adalah Pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 merupakan pajak yang
dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang
terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi
upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
bentuk apapun.
Peraturan lumrah mengalami perubahan, salah satunya adalah Peraturan
Pemerintah di bidang perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023.
Selain tarif pajak progresif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memberlakukan
skema perhitungan terbaru untuk menghitung pajak penghasilan pribadi, yakni
menggunakan tarif efektif rata-rata atau PPh 21 TER. Aturan ini mulai berlaku
secara efektif per 1 Januari 2024 melalui Peraturan Pemerintah tentang Tarif
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan
Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal yang paling menjadi
sorotan adalah perubahan pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
yang semula menggunakan rentang tarif progresif hingga 35% menjadi tarif efektif
bulanan dengan tiga kategori, dan tarif efektif harian.
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan menggunakan tarif pajak progresif yang mana tarif pajak meningkat



seiring dengan pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini selaras dengan semakin
tingginya pendapatan, semakin tinggi juga tarif pajak yang dikenakan pada bagian
pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan penetapan tarif efektif pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dilakukan dengan telah memperhatikan adanya
pengurang penghasilan bruto berupa biaya pensiun, iuran pensiun, dan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP). Penerapan tarif efektif ini akan memberikan kemudahan
dan penyederhanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi wajib
pajak.
PT Elang Tiara Konsultan adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi
pajak. Dalam menjalankan tugasnya, PT Elang Tiara Konsultan dituntut untuk
memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan tepat dan efisien, dan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mulai dari awal berdiri, PT Elang Tiara
Konsultan selalu melakukan tugas dan kewajibannya sebagai konsultan dengan
baik yaitu dengan menghitung, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 klien sesuai
dengan undang-undang No. 7 tahun 2021, sehingga tepat sebelum tahun 2024 PT
Elang Tiara Konsultan menggunakan tarif progresif.
Perbandingan antara perhitungan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) menggunakan tarif
progresif dan peraturan terbaru tarif efektif menjadi hal yang sangat disorot, karena
perubahan peraturan pajak dapat memiliki dampak signifikan pada kewajiban pajak
klien, sehingga dapat menjadi tidak optimal. Sehubungan dengan hal tersebut,
penelitian dengan judul “Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21
(PPh 21) Tarif Progresif dengan Peraturan Terbaru Tarif Efektif Rata-Rata pada
Klien PT Elang Tiara Konsultan™ ini dinilai penting untuk dilakukan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan
masalah dalam penelitian ini, yaitu:
1.  Berapa besar pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) karyawan PT LYA Kklien
PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif progresif?
2. Berapa besar pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) karyawan PT LYA klien
PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif efektif rata-rata?
3. Bagaimana hasil analisis terhadap penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun

2021 jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 58



tahun 2023 pada pajak penghasilan pasal 21?

1.3 Tujuan

1.

Untuk mengetahui besar pajak penghasilan 21 (PPh 21) karyawan PT LYA
klien PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif progresif.

Untuk mengetahui besar pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) karyawan PT
LYA klien PT Elang Tiara Konsultan jika menggunakan tarif efektif rata-
rata.

Untuk mengetahui hasil analisis terhadap penerapan Undang-Undang No. 7
Tahun 2021 jika dibandingkan dengan menggunakan Peraturan Pemerintah

No. 58 tahun 2023 pada pajak penghasilan pasal 21.

1.4 Manfaat

1.

Mengetahui permasalahan di bidang perpajakan secara langsung yang
dihadapi oleh perusahaan khususnya perbandingan Undang-Undang No. 7
Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2023 pada pajak
penghasilan pasal 21.

Mengembangkan kemampuan dan disiplin ilmu baik secara teori maupun

praktik yang berhubungan dengan perpajakan.

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi PT Elang

Tiara Konsultan dalam memberikan rekomendasi yang efesien dan optimal

kepada klien.



BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak
2.1.1 Pengertian Pajak
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani (2017:4), Pajak adalah iuran masyarakat kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya
menurut peraturan perundang-perundangan dengan tidak dapat prestasi kembali
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan

pemerintah.

Menurut Rochmat Soemitro (2017:4), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan
jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo, S.H. (2017:4), Pajak adalah keseluruhan
peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerinah, untuk mengambil
kekayaan seseorang kemudian dikembalikan kembali kepada masyarakat dengan
melalui kas negara sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang
mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara dengan orang atau badan-badan

(Hukum) yang berkewajiban membayar pajak.

Menurut Dr. N. J. Feldmann, (2012:1) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata

digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara lang

dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran ra.., ...



2.1.2 Fungsi Pajak

Terdapat dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regularend

a) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara),

Fungsi budgetair sebagai sumber keuangan negara adalah menyediakan

dana untuk pengeluaran negara yang berarti pajak merupakan salah satu

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah

berupaya meningkatkan tabungan nasional seiring dengan meningkatnya

kebutuhan pembiayaan pembangunan.

b) Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat pendorong

atau penghambat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di

luar bidang keuangan. Contoh pajak berfungsi sebagai regularend, yaitu:

a.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dikenakan atas barang
mewah dan produk-produk impor tertentu.

Pemberian intensif pajak kepada investor asing yang melakukan
investasi dalam negeri.

Pajak atas ekspor dengan tarif 0%, bertujuan agar pengusaha dalam
negeri aktif dalam mengekspor produk ke luar negeri dengan tujuan
meningkatkan pemasukan negara.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan berdasarkan hasil penyerahan
industri tertentu, bertujuan unutk mengurangi produksi dari industri
tersebut karena potensi dampak polusi dan risiko terhadap lingkungan,
Pajak final dengan tarif 1%, diberlakukan untuk mempermudah
pengenaan pajak dan Batasan peredaran usaha tertentu, dengan tujuan

untuk menyederhanakan proses perhitungan pajak.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa umumnya terdapat hambatan atau penolakan

terhadap pengenaan pajak. Untuk mencegah hal tersebut, bebberpa persyaratan

harus terpenuhi dalam proses pemungutan pajak, yaitu:

a. Syarat Keadilan



Pelaksaan sistem pajak harus memastikan keadilan sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum, yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan. Ini mencakup
penerapan pajak secara universal, merata, dan sesuai dengan kemampuan
individu, serta memastikan adanya keadilan dalam prosesnya dengan
memberikan hak kepada wajib pajak untuk menyampaikan keberatan,
menunda pembayaran, atau mengajukan banding kepada Majelis
Pertimbangan Pajak.

b. Syarat Yuridis
Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang perpajakan di Indonesia
dengan tujuan memberikan wajib pajak kepercayaan mengenai peraturan
hukum yang beraku. Keberadaan undang-undang ini diharapakan dapat
menjamin penerapan keadilan.

c. Syarat Ekonomis
Pada saat pengenaan pajak, harus memastikan bahwa produksi dan
perdagangan tidak terganggu, sehingga aktivtas ekonomi negara dapat
berjalan dengan lancer dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
perekonomian masyarakat.

d. Syarat Finansiil
Biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah dari hasilnya
sesuai dengan fungsi budgetair.

e. Sistem Pemungutan Pajak yang Sederhana
Masyarakat akan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih
mudah jika sistem pemungutannya disederhanakan. Undang-undang

perpajakan terbaru telah memenuhi persyaratan ini.

2.1.4 Jenis Pajak
2.1.4.1 Menurut Golongannya

a. Pajak Langsung
Pajak langsung merujuk kepada jenis pajak yang harus ditanggung secara
langsung oleh Wajib Pajak, tanpa kemungkinan untuk memindahkan atau
meneruskan beban pajak kepada pihak lain. Contohnya adalah Pajak
Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung



Pajak tidak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya adalag Pajak Pertambahan
Nilai (PPN).

2.1.4.2 Menurut Sifat

a.

Subjektif

Pajak yang dikenakan berdasarkan situasi pribadi wajib pajak atau
subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Objektif

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda,
keadaan, pembuatan, atau peristiwa tanpa memperhatikan keadaan

pribadi wajib pajak. Contohnya yaitu PPN, PPnBM, PBB.

2.1.4.3 Menurut Lembaga Pemungutan

a.

Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya adala
PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah jenis pajak yang
dikelola oleh otoritas setempat. Pajak daerah adalah jenis pajak yang
dikelola oleh otoritas setempat, baik di tingkat provinsi maupun
Kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengelolaan pajak
daerah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Di Tingkat
provinsi, pajak daerah mencakup berbagi jenis kendaraan bermotor dan
kendaraan air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan air,
pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak
rokok.

Sedangkan Pajak Daerah Kabupaten/Kota: Pajak Hotel, Pajak Hiburan,
Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir,
Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang



Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan

Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

a.

Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak atas semua
pendapatan yang diperolah oleh Wajib Pajak yang tinggal di
wilayahnya, termasuk pendapatan dari dalam negeri. Prinsip berlaku
untuk Wajib Pajak domestik.

Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat Wajib Pajak.

Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungan dengen kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

a)

b)

Self Assesment System

Sistem self assesment digunakan untuk menentukan besar pajak yang
harus dibayar oleh wajib pajak itu sendiri. Sehingga wajib pajak sebagai
pihak yang berperan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan
pajaknya sendiri kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui
daring lewat website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Official Assesment System

Pada sistem official assessment, wajib pajak yang menentukan besarnya
pajak terutang, dan fiskus atau petugas kantor pajak sebagai pemungut
pajak terutang wajib pajak. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif
dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan
Pajak (SKP) oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat
diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau
jenis pajak daerah lainnya.

Witholding Assesment System

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga yan ditunjuk
untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.



2.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan terhadap orang
pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu
Tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa gaji, upah,
honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk
apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.

2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21
Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2008 mengenai Perubahan Keempat UU
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), subjek PPh mencakup
tiga entitas yaitu individu, perusahaan, dan warisan. Subjek pajak ini dibagi

menjadi dua kategori, yaitu:

1. Subjek Pajak dalam Negeri
Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun
pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat
tinggal di Indonesia.

c. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan
yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri
a. Orang pribadi yang tidak berkediaman di Indonesia atau nerada di
Indoenesia kurang dari 183 hari dalam satu tahun, yang melakukan
kegiatan usaha atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
b. Badan yang tidak didirikan dan tidak memiliki kantor pusat di
Indonesia, tetapi melakukan aktivitas bisnis atau kegiatan melalu

bentuk usaha tetap di Indonesia.
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c. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui

bentuk usaha tetap di Indonesia.

d. Badan yang tidak didirikan dan tidak berpusat di Indonesia, yang

memperoleh penghasilan dari Indonesia, tanpa melakukan bisnis

atau kegiatan melalui representasi tetap di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi

Peraturan Perpajakan, yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah sebagai

berikut:

a.

Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang
diterima atau diperoleh termasuk gaji upah, tunjangan, honorarium,
komisi, gratfikasi, bonus, uang pension, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-undang.

Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
Laba usaha.

Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang.

Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari
Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil
usaha koperasi.

Royalti atau imbalan karena jaminan pengembalian utang.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Keuntungan selisih kurs mata uang asing.

Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
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m. Premi asuransi.

n.

Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum

dikenakan pajak.

Penghasilan dari usaha yang bersifat syariah.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang

mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Surplus Bank Indonesia.

Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

1.

Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan,
persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau
penyerahan modal.

Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya.

Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Keuntungan karena peralihan harta berupa hibah, bantuan atau
sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah garis
keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri
Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan,
kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang
bersangkutan.

Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh
hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau

permodalan dalam pertambangan.
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2.2.4 Objek yang dikecualikan dari PPh 21:

1.

Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan
amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan
oleh pemerintah.

Harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.

Warisan.

Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan.
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa,
yang dinikmati dalam bentuk natura dan kenikmatan, dengan
ketentuan, bahwa yang memberikan penggantian adalah
pemerintah atau Wajib Pajak.

Pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit atau
karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran
asuransi beasiswa.

Dividen.

Penghasilan lain dari luar negeri.

2.2.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
Sebagaimana telah diubah dalam Pasal 17 ayat (1) UU HPP bahwa besarnya

tarif pajak yang berlaku bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Efektif Bulanan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
I Penghasilan Rp. 0 — Rp. 60.000.000 5%
II Diatas Rp. 60.000.000 — Rp. 250. 000.000 15%
I Diatas Rp. 250.000.000 — Rp. 500.000.000 25%
v Diatas Rp. 500.000.000 — Rp. 5.000.000.000 30%
v Diatas Rp. 5.000.000.000 35%

Sumber.: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021
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Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012
Pasal 20, kewajiban pembayaran pajak penghasilan bagi individu yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang subjek pemotongan PPh
Pasal 21, namun tidak memiliki NPWP, akan dikenakan tarif pajak yang lebih
tinggi sebesar 120% dari tarif yang berlaku bagi individu yang memiliki
NPWP. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor
101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP).

Tabel 2.2 Besaran Tarif PTKP

No Keterangan Setahun Sebulan

1. | Wajib Pajak Orang Pribadi Rp54.000.000 Rp4.500.000

2. | Tambahan bagi WP yang telah Kawin | Rp4.500.000 Rp365.000

3. | Tambahan bagi setiap kerabat yang | Rp4.500.000 Rp365.000
terikat darah dan keluarga semenda
dalam garis keturunan lurus dan
anakangkat  tanggungan  penuh
maksimal 3(tiga) orang untuk setiap
keluarga

Tambahan bagi istri yang | Rp54.000.000 Rp4.500.000
penghasilannya digabung dengan

penghasilan suami.

Sumber: Undang-undang No. 7 Tahun 2021

Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023
tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang
Pribadi. Tarif pemotongan PPh Pasal 21 terdiri atas:

a. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak
Penghasilan.
b. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 yaitu tarif efektif bulanan, atau

tarif efektif harian.
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Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan
tidak kena pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah
tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. Kategori tarif efektif

bulanan sesuai dengan PP 58 tahun 2023 terdiri atas:

a. Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima
atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:
1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0).
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang
(TK/1).
3. Kawin tanpa tanggungan (K/0).
b. Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima
atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP:
1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang
(TK/2).
2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang
(TK/3).
3. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang (K/1).
4. Kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang (K/2).
c. Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima
atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP dengan

jumlah tanggunngan sebanyak 3 orang (K/3).

Skema perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 TER (Tarif Efektif
Rata-rata) terdiri dari dua kategori tarif efektif yaitu:

1. Tarif Efektif Bulanan (sesuai PTKP)
Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan

Perincian Kategori Tarif Efektif Bulanan

Kategori Status PTKP Nilai PTKP
TER Kategori A a. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) Rp54.000.000
b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1) | Rp58.500.000
c. Kawin tanpa tanggungan (K/0) Rp58.500.000
TER Kategori B a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2) | Rp63.000.000
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b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) | Rp67.500.000
c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1) Rp63.000.000
d. Kawin denggan dua tanggungan (K/2) Rp67.500.000
TER Kategori C | Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) Rp72.000.000

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

Berikut adalah rincian tarif efektif bulanan berdasarkan kategori untuk

mengitung besar pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata

(TER):

a. Tarif Kategori TER A

Rincian tarif efektif bulanan untuk TER kategori A yaitu PTKP TK/0, PTKP

TK/1, dan PTKP K/0.

Tabel 2.4 Tarif TER A

No Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) TER
1 0 sampai dengan 5.400.000 0%
2 5.400.000 — 5.650.000 0,25%
3 5.650.000 — 5.950.000 0,5%
4 5.950.000 — 6.300.000 0,75%
5 6.300.000 — 6.750.000 1%
6 6.750.000 — 7.500.000 1,25%
7 7.500.000 — 8.550.000 1,5%
8 8.550.000 — 9.650.000 1,75%
9 9.650.000 — 10.050.000 2%
10 10.050.000 — 10.350.000 2,25%
11 10.350.000 — 10.700.000 2,5%
12 10.700.000 — 11.050.000 3%
13 11.050.000 — 11.600.000 3,5%
14 11.600.000 — 12.500.000 4%
15 12.500.000 — 13.750.000 5%
16 13.750.000 — 15.100.000 6%
17 15.100.000 — 16.950.000 7%




18 16.950.000 — 19.750.000 8%
19 19.750.000 — 24.150.000 9%
20 24.150.000 — 26.450.000 10%
21 26.450.000 — 28.000.000 11%
22 28.000.000 — 30.050.000 12%
23 30.050.000 — 32.400.000 13%
24 32.400.000 — 35.400.000 14%
25 35.400.000 — 39.100.000 15%
26 39.100.000 — 43.850.000 16%
27 43.850.000 — 47.800.000 17%
28 47.800.000 — 51.400.000 18%
29 51.400.000 — 56.300.000 19%
30 56.300.000 — 62.200.000 20%
31 62.200.000 — 68.600.000 21%
32 68.600.000 — 77.500.000 22%
33 77.500.000 — 89.000.000 23%
34 89.000.000 — 103.000.000 24%
35 103.000.000 — 125.000.000 25%
36 125.000.000 — 157.000.000 26%
37 157.000.000 — 206.000.000 27%
38 206.000.000 — 337.000.000 28%
39 337.000.000 — 454.000.000 29%
40 454.000.000 — 550.000.000 30%
41 550.000.000 — 695.000.000 31%
42 695.000.000 — 910.000.000 32%
43 910.000.000 — 1.400.000.000 33%
44 1.400.000.000 34%

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023
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b. Tarif Kategori TER B

Rincian tarif efektif bulanan untuk TER kategori B yaitu PTKP TK/2, PTKP
K/1, PTKP TK/3, dan PTKP K/2.

Tabel 2.5 Tarif TER B

No Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) TER
1 0 sampai dengan 6.200.000 0%
2 6.200.000 — 6.500.000 0,25%
3 6.500.000 — 6.850.000 0,5%
4 6.850.000 — 7.300.000 0,75%
5 7.300.000 — 9.200.000 1%
6 9.200.000 — 10.750.000 1,5%
7 10.750.000 — 11.250.000 2%
8 11.250.000 — 11.600.000 2,5%
9 11.600.000 — 12.600.000 3%
10 12.600.000 — 13.600.000 4%
11 13.600.000 — 14.950.000 5%
12 14.950.000 — 16.400.000 6%
13 16.400.000 — 18.450.000 7%
14 18.450.000 — 21.850.000 8%
15 21.850.000 — 26.000.000 9%
16 26.000.000 — 27.700.000 10%
17 27.700.000 — 29.350.000 11%
18 29.350.000 — 31.450.000 12%
19 31.450.000 — 33.950.000 13%
20 33.950.000 — 37.100.000 14%
21 37.100.000 — 41.100.000 15%
22 41.100.000 — 45.800.000 16%
23 45.800.000 — 49.500.000 17%
24 49.500.000 — 53.800.000 18%
25 53.800.000 — 58.500.000 19%




26 58.500.000 — 64.000.000 20%
27 64.000.000 — 71.000.000 21%
28 71.000.000 — 80.000.000 22%
29 80.000.000 — 93.000.000 23%
30 93.000.000 — 109.000.000 24%
31 109.000.000 — 129.000.000 25%
32 129.000.000 — 163.000.000 26%
33 163.000.000 — 211.000.000 27%
34 211.000.000 — 374.000.000 28%
35 374.000.000 — 459.000.000 29%
36 459.000.000 — 555.000.000 30%
37 555.000.000 — 704.000.000 31%
38 704.000.000 — 957.000.000 32%
39 957.000.000 — 1.405.000.000 33%
40 di atas 1.405.000.000 34%

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

c. Tarif Kategori TER C

Rincian tarif efektif bulanan untuk TER kategori C yaitu PTKP TK/3.

Tabel 2.6 Tarif TER C

11.200.000 — 12.050.000

No Penghasilan Bruto Bulanan (Rp) TER
1 0 sampai dengan 6.600.000 0%
2 6.600.000 — p6.950.000 0,25%
3 6.950.000 — 7.350.000 0,5%
4 7.350.000 — 7.800.000 0,75%
5 7.800.000 — 8.850.000 1%
6 8.850.000 — 9.800.000 1,25%
7 9.800.000 — 10.950.000 1,5%
8 10.950.000 — 11.200.000 1,75%
9

2%
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10 12.050.000 — 12.950.000 3%
11 12.950.000 — 14.150.000 4%
12 14.150.000 — 15.550.000 5%
13 15.550.000 — 17.050.000 6%
14 17.050.000 — 19.500.000 7%
15 19.500.000 — 22.700.000 8%
16 22.700.000 — 26.600.000 9%
17 26.600.000 — 28.100.000 10%
18 28.100.000 — 30.100.000 11%
19 30.100.000 — 32.600.000 12%
20 32.600.000 — 35.400.000 13%
21 35.400.000 — 38.900.000 14%
22 38.900.000 — 43.000.000 15%
23 43.000.000 — 47.400.000 16%
24 47.400.000 — 51.200.000 17%
25 51.200.000 — 55.800.000 18%
26 55.800.000 — 60.400.000 19%
27 60.400.000 — 66.700.000 20%
28 66.700.000 — 74.500.000 21%
29 74.500.000 — 83.200.000 22%
30 83.200.000 — 95.000.000 23%
31 95.600.000 — 110.000.000 24%
32 110.000.000 — 134.000.000 25%
33 134.000.000 — 169.000.000 26%
34 169.000.000 — 221.000.000 27%
35 221.000.000 — 390.000.000 28%
36 390.000.000 — 463.000.000 39%
37 463.000.000 — 561.000.000 30%
38 561.000.000 — 709.000.000 31%
39 709.000.000 — 965.000.000 32%
40 965.000.000 — 1.419.000.000 33%

19
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41

di atas 1.419.000.000

34%

Sumber: PP No. 58 Tahun 2023

2. Tarif Efektif Harian

Tabel 2.7 Tarif Efektif Harian

Perincian Kategori Tarif Efektif Harian

No Jumlah Penghasilan Per Hari Tarif
1 <=450.0000 0% x Penghasilan Bruto Harian
2 > 450.000 - 2.500.000 0,5% x Penghasilan Bruto Harian

Sumber: PP Nomor 58 Tahun 2023

Tarif diatas sebagaimana tercantum dalam PP 58 Tahun 2023 Pasal 2,

digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak orang pribadi

yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau

kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara

nasional Indonesia, anggota kepolisian Indonesia, dan pensiunannya.

2.2.6 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 21

Dasar hukum yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1983, yang dalam perkembangannya telah

mengalami 4 kali perubahan yaitu:

a.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 mengenai Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 mengenai Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang Nomor 17 Tahun 2000 mengenai Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan lain yang mengatur Pajak Penghsilan (PPh) Pasal 21 yaitu Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
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Pemerintah telah mengatur kembali pemotongan Pajak Penghasilan (PPh)
Pasal 21 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2023

yang aturannya mulai diterapkan pada 1 Januari 2024.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata “Desain” megandung arti
kerangka bentuk atau rancangan. Sementara kata ‘“Penelitian” memiliki arti
kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan
secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji
suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsi-prinsip umum. Dari penjelasan
tersebut dapat disimpulkan bahwa desain penelitian adalah suatu fromat kerangka
kerja yang disusun sedemikian rupa agar dapat menuntun peneliti dalam upaya
mendaptkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya.

Menurut Arikunto (2005:26), bahwa penelitian deskriptif tidak di maksudkan untuk
menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu
variabel. Kemudian menurut Arikunto (2006:12) dengan penelitian kuantitatif,
banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data penafsiran
terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sehingga dalam penulisan
ini, penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif
merupakan suatu metode yang menuntut penulis untuk menguraikan secara teoritis,
menggambarkan, dan mengeksplorasi keadaan objek penelitian secara menyeluruh,

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan sebagaimana mestinya.

3.2 Jenis dan Sumber Data
1. Primer
Jenis data ini mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung melalui
pengamatan atau interaksi langsung. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh
melalui interaksi tanya jawab yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang
merupatakan staf di bidang akuntansi dan perpajakan di PT Elang Tiara Konsultan
atas dokumen-dokumen yang diperlihatkan sebagai sumber data.
2. Sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi tambahan yang diperoleh secara tidak
langsung dari sumber-sumber yang sudah ada. Pendeketan ini bertujuan unut

memperkuat pembahasan masalah dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ada,
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yang ditemukan melalui internet, literatur, jurnal, artikel, dan data hukum yang

berlaku.

3.3 Metode Pengumpulan Data
Proses pengumpulan data merupakan prosedur penyusunan laporan yang
mengamati suatu permasalahan untuk dijadikan fokus penelitian sebagai
representasi kebenaran yang akurat. Untuk memastikan akurasi data secara teoritis,
laporan ini disusun dengan menggunakan beragam metode dalam mengumpulkan
data dan informasi yang relevan. Metode pengumpulan data dan informasi yang
digunakan dalam laporan ini mencakup penggunaan metode pengumpulan data
primer, seperti wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung, serta penggunaan
data sekunder yang melibatkan studi terhadap peraturan Menteri Keuangan,
peraturan pemerintah, undang-undang perpajakan, serta tinjauan literatur dari
dokumen yang diperoleh dari PT Elang Tiara Konsultan dan sumber

literatur lainnya.

3.4 Objek Kerja Praktik
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik
PT Elang Tiara Konsultasi berlokasi di Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10, J1.
Citra Garden, Negeri Olok Gading, Kecamatan Teluk Betung Barat, Bandar
Lampung. Waktu kerja praktik dilaksanakan mulai pada tanggal 09 Januari 2024,
sampai dengan 29 Februari 2024.

3.4.2 Gambaran Umum PT Elang Tiara Konsultan

PT Elang Tiara Konsultan adalah perusahaan konsultasi dibidang perpajakan dalam
rangka melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan. PT Elang Tiara Konsultan melayani
klien untuk pemenuhan kepatuhan pajak, perencanaan, pemeriksaan laporan pajak,
restitusi pajak, dan penyelesaan konsultan pajak. Secara umum, wajib pajak sering
kali menggunakan layanan konsultan pajak karena beberapa faktor, termasuk
kurangnya pemahaman tentang berbagai peraturan perpajakan, kompleksitas aturan
perpajakan, keinginan untuk menghindari sanksi pajak, ingin lebih fokus pada
aktivitas atau kemajuan bisnis, serta alasan-alasan lain yang berkaitan dengan

kepatuhan perusahaan terhadap perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa alasan wajib
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pajak menggunakan jasa konsultan pajak untuk menangani kewajiban pajak mereka
antara lain karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan. Wajib
pajak dengan pengetahuan pajak yang terbatas membutuhkan bantuan pihak lain
seperti  konsultan pajak, untuk membantu mereka dalam mengelola

urusan perpajakan.

3.4.3 Profil Singkat PT Elang Tiara Konsultan

PT Elang Tiara Konsultan didirikan tanggal 3 Februari 2018. Kantor pusat PT Elang
Tiara Konsultan bertempat di Centennial Tower lantai 35, J1. Jendral Gatot Suboto
Kav 24-25, Karet Semanggi, Jakarta Selatan. Dibawah pimpinan Bapak Anthony
Loeky Yosua dan Ibu Yuni Christina. PT Elang Tiara Konsultan melayani klien
untuk pemenuhan kepatuhan pajak, perencanaan, pemeriksaan laporan pajak,
restitusi pajak, dan penyelesaan konsultan pajak. Setelah hampir 2 tahun kantor
pusat berdiri dan berjalan dengan baik, Bapak Anthony Loeky Yosua dan Ibu Yuni
Christina memutuskan untuk membuka cabang di Bandar Lampung, dikarenakan
banyaknya klien yang berasal dari Lampung sehingga untuk mempermudah
kegiatan pelayanan jasa konsultan pajak di wilayah Lampung. Kantor cabang PT
Elang Tiara Konsultan dibuka tepat pada tanggal 1 November 2019. Kantor cabang
PT Elang Tiara Konsultan berlokasi di Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10
Bandar Lampung dan masih aktif dalam melaksanakan kegiatan pelayanan jasa

konsultan pajak.

3.4.4 Visi dan Misi
1. Visi PT Elang Tiara Konsultan

Menjadi Kantor Konsultan Pajak yang terpercaya dan profesional serta menjadi
mitra Perusahaan di bidang keuangan dan perpajakan yang terintegrasi dan

terpercaya.

2. Misi PT Elang Tiara Konsultan
a. Secara berkersinambungan meningkatkan kualitas Sumber Daya
Manusia (SDM) dengan mengikuti Pendidikan profesional
berkelanjutan.
b. Meningkatkan pelayanan yang berkualitas dengan memanfaatkan

teknologi terkini.
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c. Menjaga kerahasiaan dokumen klien.
d. Membangun dan memelihara yang baik dengan Kemitraan dengan

pelaku Usaha, Organisasi, Profesi serta Pemerintahan.

3.4.5 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan

PT Elang Tiara Konsultan menyediakan jasa sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pajak Klien (menghitung, membayar, dan melaporkan
pajak).

Perencanaan Pajak Klien.

Pemeriksaaan Laporan Pajak.

Mendampingi klien saat pemeriksaan pajak.

wok »bN

Membantu menyediakan data dan dokumen yang dibutuhkan saat

pemeriksaan.

6. Konsultasi permasalahan klien dalam perpajakan.

7. Membantu restitusi (pengembalian kelebihan bayar pajak) mulai dari
persiapan data, penyampaian restitusi, pemeriksaan, sampai proses akhir
dari diterimanya pengembalian kelebihan bayar pajak.

8. Menyelesakan sengketa pajak.

9. Pelaporan SPT Tahunan (Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan).

10. Mengaudit dan membuat General Ledger serta laporan keuangan.
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3.4.6 Struktur Perusahaan

Komisaris

Direktur Utama

I
Wakil Direktur

Manajer Keuangan Manajer Keuangan
(Jakarta) (Lampung)
Staff Staff
Staff Staff
Staff Staff
Staff

Gambar 3.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Tarif TER

Berdasarkan susunan hierarki di atas dapat disimpulkan bahwa komisaris dan
karyawan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, berikut uraian jabatan

masing-masing bagian:

1. Peran Komisaris secara umum yaitu melakukan pegawasan terhadap
aktivitas manajemen Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi dan
memberikan saran megenai kebijakan Direksi dalam mengelola Perusahaan.

2. Direktur Utama memiliki tanggung jawab mengoordinaskan semua
aktivitas terkait manajemen sumber daya manusia, adminiastrasi keuangan,
dan kesektariatan serta pengambilan keputusan terkait pelaporan pajak klien

3. Wakil Direktur memiliki wewenang untuk mengangkat, mengganti, atau

memberhentikan karyawan dan pegawai. Selain itu, tugas seorang Wakil
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Direktur juga mencakup membuat ketetapan operasional Perusahaan untuk
periode yang singkat.

Manajer Keuangan memiliki tanggung jawab untuk mendukung proses
perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan memberi saran
keuangan yang relevan.

Staff menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan konsultasi

pajak.



BABYV

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya atas hasil perbandingan

perhitungan PPh Pasal 21 dengan tarif progresif dan tarif efektif rata-rata (TER),

maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

5.2 Saran

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tuan M atau klien PT Elang
Tiara Konsultan ketika menggunakan tarif progresif adalah Rp2.574.000
untuk satu tahun, dan Rp214.500 untuk satu bulan.

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Tuan M atau klien PT Elang
Tiara Konsultan ketika menggunakan TER yaitu selama bulan januari
hingga november adalah Rp1.683.000, dan Rp153.000 setiap bulan (11
bulan), dan PPh Pasal 21 terutang masa desember adalah Rp891.000,
dengan total PPh Pasal 21 disetahunkan sebesar Rp2.574.000.

. Dampak perubahan dari tarif progresif ke tarif efektif rata-rata (TER) belum

banyak dirasakan mengingat TER baru diterapkan awal tahun 2024. Namun
perbedaan yang terasa adalah jika perhitungannya menggunakan TER, PPh
Pasal 21 yang dibayarkan secara rutin dari bulan januari sampai bulan
november lebih kecil, dan pada bulan desember terutang lebih besar
dibandingkan dengan perhitungan menggunakan tarif progresif, sehingga
terasa memberatkan pada akhir tahun. Dampak positif bagi perusahaan
adalah penghematan biaya administrasi, dan pengelolaan lukuiditas yang

lebih baik bagi Perusahaan.

Berdasarkan analisis, pembahasan, dan kesimpulan yang telah disajikan

sebelumnya, penulis berupaya memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat

berkontribusi pada kemajuan Direktorat Jenderal Pajak dan juga bagi peneliti

selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah:

1.

Bagi Pemerintah
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Pemerintah perlu memberikan aplikasi yang memadai untuk menghitung
PPh Pasal 21 dengan melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala. Hal
ini mencakup penerapan teknologi yang memungkinkan pembaruan data
secara otomatis seperti ketika ada perubahan status karyawan (seperti keluar
atau masuk) dapat segara direkam dan diproses, sehingga tidak perlu
membuat pembetulan.

. Bagi PT Elang Tiara Konsultan

Kinerja PT Elang Tiara Konsultan sudah sangat bagus, untuk menjaga dan
meningkatkan pencapaian tersebut PT Elan Tiara Konsultan harus terus
meningkatkan kualitas layanan kepada klien dengan memberikan saran dan
solusi yang proaktif.

. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian yang sama, disarankan
untuk melanjutkan studi ini dengan focus pada beberapa aspek yang masih

perlu diteliti.
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